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ILUSTRASI - Tersangka kasus korupsi yang ditahan diborgol saat
akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/1).

Hal 1| ® gaji pns

bat Pembina Kepegawaian
(PPK) yang dimandatkan
kepada kepala daerah dan
menteri atau sekjen di lem-
baga,” tukasnya.

' Sementara PLH Ke-
pala Biro Humas dan Kerja
Sama Internasional BPK;
Rati Dewi Puspita Purba,
mengatakan akan meng-

analisis laporan tersebut.

BPK juga akan koordinasi
dengan lembaga terkait.
“Kami harus membaca
dulu, menganalisis dulu isi-
nya, nanti sesuai kewenangan

BPK akan kami proses. Tidak-

menutup kemungkinan. kita

melakukan koordinasi dengan

kementerian, lembaga dan in-

stansi terkait,” ucap Rati.
Sebelumnya, pada akhir

" Januari 2019, Juru Bicara

Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) Febri Diansyah
mengungkapkan, pemecatan
PNS korup berjalan lambat.
Padahal,
PNS korup sudah menjadi
komitmen pemerintah.
Berdasarkan data KPK,
dari 2.357 -PNS yang telah
divonis lantaran terbukt ko-

rupsi, baru 891 yang diber--

hentikan secara tidak hormat.
“KPK menerima in-

pemberhentian -

JAKARTA, SP - Indone—

sian Corruption Watch-
(ICW) melaporkan adanya
. 1.466 Pegawai Negeri Sipil
~ (PNS) korup yang masih
digaji negara karena belum

dipecat ke Badan Peme-

riksa Keuangan (BPK). Aki-
‘batnya, negara dirugikan

Rp72 miliar per tahun.

Staf Investigasi ICW,
Wana Alamsyah mengung-
kapkan, data ribuan PNS
korup yang masih digaji ini
terungkap dari pertemuan
antara Badan Kepegawaian
Negara (BKN) dengan Dit-

jen Pas Kemenkumham

pada 2016. Dari sana di-
temukan sejumlah PNS
korup yang masih digaji pe-
merintah.

“Kemudian 13- Sep-

tember 2017 muncul SKB.

(Surat Keputusan Ber-
sama) antara Kemendagri,
Kemenpan RB, serta BKN
untuk menyelesaikan per-
soalan tersebut,” katanya di
Gedung BPK, Rabu (20/2).

Dalam butir ketiga SKB

tersebut, proses pemecatan

PNS korup itu harus selesai
pada akhir 2018, tapi ke-
nyataannya sampai Januari
2019 belum juga rampung.
Artinya dari 2.357 PNS ko-

ruptor, masih ada 1.466
yang belum dipecat hingga
saat ini.

Perhitungan ICW jika
menilik PP 30 Tahun 2015,
negara berpotensi dirugi-
kan Rp72 miliar per tahun
lantaran menggaji para
PNS korup itu. Itu sebab-

‘nya ICW mendorong dan
- mendesak BPK untuk se-
. gera menghitung kerugian

negara.

“PNS yang terjerat ko-
rupsi itu berada di golongan
III, masa kerjanya sekitar
16 tahun dan - ditemukan
ada Rp3,5 juta untuk gaji
pokoknya saja. Kalau sean-
dainya kita coba hitung di-
kalikan dengan 1.466 PNS
koruptor, itu sekitar Rp6,5
milliar per bulan, kalau per
tahun ada sekitar Rp72 mi-
liar...,” bebernya.

Permasalahan = pokok-

" nya, ada Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) yang
tidak memberi detail nama
dan jabatan 1.466 PNS yang
terlibat korupsi. PPK seha-
rusnya memberi data terse-

butiv.

“BKN tupoksinya itu
memblokir PNS koruptor,
informasinya dari mana?
Informasinya dari Peja-

® Baca Halaman 7

formasi dari BKN tentang
masih lambatnya proses
pemberhentian PNS yang
telah terbukti korupsi. Hal
ini disebabkan mulai dari

Pemberhentian seluruh
2.357 PNS itu seharusnya di-
targetkan selesai pada akhir
Desember 2018. KPK terus
berkoordinasi untuk memas-

keengganan, keraguan, tikan ketidakpatuhan atau
hingga penyebab lain para apa yang menjadi hambatan
PPK (Pejabat Pembina Ke- dalam pemberhentian ini.
pegawaian),” jelas Febri. (det/btg/bls)
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